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PENERAPAN ASAS-ASAS PELAYANAN PUBLIK DI PERPUSTAKAAN 
 

1Nuur Lathifah Hasanah, 2Anis Masruri 
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia 
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ABSTRAK:  

Pelayanan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan  

setiap  warga  negara. Di  perpustakaan,  penyelenggaraan pelayanan publik berperan penting dalam menciptakan 

lingkungan perpustakaan yang berkualitas. Perpustakaan sebagai penyelenggara pelayanan publik bertugas untuk 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dalam implementasinya pelaksanaan pelayanan publik di perpustakaan  

nyatanya  belum  terselenggara  secara baik dan berkualitas, hal tersebut masih jauh dari harapan masyarakat karena 

adanya permasalahan fasilitas, koleksi buku, sumber daya manusia, dan pelayanan yang diberikan oleh pustakawan yang 

terkesan kurang ramah pengunjung. Metode dalam penelitia ini yaitu studi literatur, studi literatur adalah serangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan 

penelitian terkait penerapan asas-asas pelayanan publik di perpustakaan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu bertujuan 

untuk mengetahui implementasi asas-asas pelayanan publik yang baik di perpustakaan dilihat dari: 1) dukungan dan 

kerjasama dari pegawai perpustakaan, 2) hubungan baik vertikal maupun horizontal di perpustakaan, 3) pembagian kerja, 

4)budaya organisasi. Asas-asas pelayanan publik yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas yang dapat dijadikan 

sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang layak khususnya diperpustakaan, dengan cara 

demikian penyelenggaraan pelayanan publik itu menjadi baik, sopan, adil dan terhormat, bebas dari kezaliman, 

pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.  
Kata kunci:  

1. Asas-asas,  

2. Pelayanan publik,  

3. Perpustakaan 

 

IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICE PRINCIPLES IN LIBRARIES 
 

ABSTRACT: 

Public service is a series of actions carried out in order to meet the service needs of every citizen. In the library, the 

implementation of public services plays an important role in creating a quality library environment. The library as a 

public service provider is tasked with providing excellent service to the community, in practice the implementation of 

public services in the library is in fact not well organized and of good quality, this is still far from the expectations of the 

community because of problems with facilities, book collections, human resources, and poor service. given by a librarian 

who seemed less friendly to visitors. The method in this research is literature study, literature study is a series of activities 

related to library data collection methods, reading and recording, and managing research materials related to the 

application of public service principles in libraries. The purpose of this study is to find out the implementation of the 

principles of good public service in the library seen from: 1) support and cooperation from library employees, 2) vertical 

and horizontal relationships in the library, 3) division of labor, 4) organizational culture. The principles of good public 

service can be understood as principles that can be used as the basis and procedures for administering proper public 

services, especially in libraries, in this way the administration of public services will be good, polite, fair and honorable, 

free from tyranny, violation of regulations, acts of abuse of authority and arbitrary actions. 

Keywords:  

1. Principles, 

2. Public service,  

3. Library 
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A. PENDAHULUAN  

Pelayanan  Publik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  (1) Undang-

Undang  Pelayanan  Publik  Nomor  25  Tahun  2009  (selanjutnya disebut Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009) didefinisikan sebagai: “kegiatan atau  rangkaian  

kegiatan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan pelayanan  sesuai dengan  peraturan  

perundang-undangan  yang  berlaku  bagi  perseorangan  warga negara,  negara  

bagian,  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan administrasi   yang   

disediakan   oleh   penyelenggara   pelayanan   publik   telah dioptimalisasikan serta 

mampu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dijamin  oleh  Alenia  

keempat  di  Pembukaan  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945 (UUD  RI  

1945).  Marwah  pelayanan  publik  tidak  meletakkan pemerintah sebagai obyek 

yang akan dilayani akan tetapi pelayanan harus benar-benar  ditujukan  kepada  

kepentingan  masyarakat (Aris et al., 2022). 

Salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia sebagaimana yang 

diamanatkan konstitusi UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, negara wajib memenuhi 

kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan 

pelayanan administratif. Usaha tersebut dilaksanakan melalui suatu sistem 

pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik 

yang baik seharusnya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

perubahan di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu 

pelayanan publik harus diselenggarakan dengan tata kelola yang baik (Good 

Governance). Sehingga diperlukan suatu standarisasi pelayanan publik serta 

ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaran pelayanan publik. 

Pemerintah membuat acuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik melalui 

UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang tersebut 

memberikan pedoman agar pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel 

dapat diberikan kepada masyarakat. Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan 

pelayanan publik yang baik ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi menurut UU 

No. 25 tahun 2009, salah satunya adalah asas pelayanan publik (Bandiyono, 2018).  

Tahun 2014, diberlakukan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan, menentukan AAUPB, terdiri atas 7 (tujuh) asas, yaitu: (i) asas 

kepastian hukum; (ii) asas kemanfaatan; (iii) asas ketidakberpihakan; (iv) asas 

kecermatan, (v) asas tidak menyalah gunakan wewenang, (vi) asas keterbukaan, (vi) 

asas kepentingan umum, dan (vii) asas pelayanan yang baik. Dari ketujuh asas 

tersebut tampak ada dua asas tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam literatur 

maupun jurisprudensi di Indonesia yakni asas kepentingan umum, dan asas 

pelayanan yang baik dalam penyelengaraan pemerintahan. Pengertian AAUPB 

dalam Undang -Undang Administrasi Pemerintahan dijelasakan secara otentik pada 

penjelasan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014. Selanjutnya asas hukum yang penting 

dalam Hukum Administrasi berkenaan doktrin tanggung gugat pemerintah 
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(government liability) terkait penyelengaraan pelayanan publik yakni: (i) asas 

praesumtio iustse causa arti arfiahnya asas praduga keabsahan, dan (ii) asas vicarious 

liability arti arfiahnya asas tanggung gugat/tanggunjawab terhadap perbuatan orang 

lain). Kedua asas tersebut dianalisis, sebagai berikut: Asas praesumptio iustse causa 

(asas praduga keabsahan) dimaknai bahwa setiap tindakan pemerintahan dalam 

bentuk KTUN atau tindakan hukum di ranah hukum perdata dan hukum publik harus 

dianggap sah sampai ada pencabutan atau pembatalan oleh pejabat atau institusi 

hukum (pengadilan) yang berwenang. Asas precarious liability (asas tanggung gugat 

terhadap perbuatan orang lain) dimaknai atasan beertanggung gugat/bertanggung 

jawab terhadap pebuatan pegawai bawahannya atas kerugian yang diderita oleh 

setiap orang atau badan hukum perdata yang diakibatkan kesalahan jabatan dalam 

hal pegawai bawahannya melakukan pelayanan publik; kesalah jabatan dalam 

pelayanan publik disebut maladministrasi (Atmadja, 2018). 

Praktek penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia saat ini masih penuh 

dengan ketidakpastian biaya, waktu dan prosedur pelayanan. Hal ini disebabkan tidak 

adanya prosedur pelayanan yang mengatur kewajiban secara pasti dan transparan dari 

penyelenggara pelayanan dan hak apa saja yang diperoleh warga sebagai pengguna 

layanan (Bisri & Asmoro, 2019). Kualitas pelayanan publik merupakan hasil 

interaksi dari berbagai aspek, sistem pelayanan, sumber daya manusia penyedia 

layanan, strategi, dan pelanggan. Sementara Mohammad (2003) menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan tergantung pada aspekaspek seperti bagaimana pola 

pelaksanaannya, dukungan sumber daya manusia, dan manajemen kelembagaan 

(Mahsyar, 2011). Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik 

meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan (Bandiyono, 2018). 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi 

kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan 

pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

(Maryam, 2016). Pelayanan publik hampir   secara otomatis membentuk citra 

(image) tentang kinerja birokrasi, karena kebijakan Negara yang menyangkut 

pelayanan publik tidak lepas dari birokrasi. Sehubungan dengan itu, kinerja    

birokrasi secara langsung berkaitan dengan masalah kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh  aparatur. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, ternyata 

erat kaitannya dengan  masalah-masalah moral dan etika birokrasi (moral and ethical 

of bureaucracy). Para birokrat sangat memerlukan kepekaan etika, agar dapat 

memberikan pelayanan kepada masyarakat.   Dengan demikian,  jelaslah, bahwa 

pelaksanaan tugas pelayanan publik, hanya akan berjalan  dengan baik, apabila 
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didukung oleh moral dan etika, serta sikap dan tindakan aparatur yang professional, 

dalam pelaksanaan tugas (Rinaldi, 2012). 

Pelayanan publik menjadi topik yang menarik untuk dikaji oleh para ahli dan 

pemerhati masalah administrasi publik. Pelayanan publik adalah pemenuhan 

keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara dan negara 

didirikan oleh publik dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Tujuan pelayanan publik adalah untuk memuaskan masyarakat sebagai 

pengguna layanan. Dan kepuasan tersebut dapat dicapai dengan pemberian 

pelayanan yang berkualitas atau pelayanan prima yang tercermin dari transparansi 

yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 

yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

Selanjutnya, akuntabilitas yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisional yakni 

pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. Partisipatif 

yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 

harapan masyarakat. Kesamaan hak yakni pelayanan yang tidak melakukan 

diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status 

sosial dan lain-lain. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima layanan publik 

(Suhartoyo, 2019). 

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia ini telah mengubah semua 

kebiasaan maupun sistem tatanan  yang  ada  di seluruh  dunia  tidak  terkecuali  di  

Indonesia.  Wabah  ini  berdampak  pada  bidang ekonomi,  pendidikan,  sosial  

maupun  pada  bidang  bidang  lainnya.  Dalam  rangka  menghambat  dan memutus 

rantai penularan Covid-19 Pemerintah Indonesiapun memberlakukan kebijakan 

seperti lock down, social distancing, dan pembatasan sosial baik skala besar maupun 

kecil. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan virus, aturan protokol 

kesehatan pun diterapkan disemua lini kehidupan. Hal  ini bertujuan agar  masyarakat  

bisa  mulai  melaksanakan  aktivitas  sebagian  besar  dirumah. Jika dipandang dari 

dunia pendidikan, hal ini mengakibatkan perubahan pada tata cara pembelajaran 

yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi online/daring. Hal tersebut 

membuat pelayanan publik dalam dunia Pendidikan seperti perpustakaan harus 

melakukan inovasi dalam menyediakan sumber-sumber informasi dan pembelajaran 

dalam bentuk elektronik bagi para  pemustaka.  Selain  itu,  layanan-layanan  

perpustakaan  yang  sebelumnya  tidak  ada  batasan pengunjung  diubah  menjadi  

lebih  terseleksi  dan  dibatasi  dalam  rangka  ikut  mengurangi  penyebaran Covid-

19. Para Pustakawan pun dituntut untuk berinovasi dalam rangka memberikan 

layanan-layanan bagi pemustaka di masa pandemicovid-19 ini. Perpustakaa 

merupakan salah satu institusi yang menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu 

pelayanan administratif, yang berupaya untuk memberikan fasilitas yang baik kepada 
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pengunjung pustaka, menyediakan koleksi buku yang memadai, sumber daya 

manusia yang proporsional, dan pelayanan yang diberikan oleh pustakawan yang 

ramah. Namun, alam implementasinya, penyelenggaraan pelayanan publik di 

diperpustakaan masih  memiliki  banyak  sekali  problematika  yang  tidak  kunjung  

selesai. Pertama adalah  terkait  dengan  steriotipe mengenai kurang ramahnya 

pelayanan yang diberikan selama di perpustakaan, koleksi buku yang tidak 

terarsipkan dengan baik, fasilitas internet yang kurang memadai, ruang baca yang 

kurang kondusif sehingga mengakibatkan para pengunjung perpustakaan tidak 

mendapatkan pelayanan yang memuaskan (Ramadhan & Tamaya, 2021). 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu penrliti berfokus pada implementasi asas-asas 

pelayanan publik khususnya terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh 

perpustakaan. 

 

B. KAJIAN TERDAHULU 

Penelitian tentang penerapan asas-asas pelayanan publik di perpustakaan 

telah banyak dilakukan, bahkan di berbagai jenis perpustakaan. Analisis 

implementasi asas layanan publik di perpustakaan Penelitian ini dapat mengkaji 

sejauh mana perpustakaan telah menerapkan prinsip-prinsip asas layanan publik 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, apakah perpustakaan 

sudah memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif sesuai 

dengan asas layanan publik. 

Pengaruh asas layanan publik terhadap kepuasan pengguna perpustakaan 

Penelitian ini dapat mengevaluasi seberapa besar pengaruh penerapan asas layanan publik 

terhadap kepuasan pengguna perpustakaan. Dalam penelitian ini, dapat dilakukan 

survey atau wawancara kepada pengguna perpustakaan untuk mengetahui sejauh 

mana asas layanan publik mempengaruhi kepuasan mereka dalam menggunakan 

layanan perpustakaan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan asas layanan publik di 

perpustakaan Penelitian ini dapat mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerapan asas layanan publik di perpustakaan, seperti dukungan dari pimpinan 

perpustakaan, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan budaya organisasi. 

Peningkatan penerapan asas layanan publik di perpustakaan Penelitian ini 

dapat mengkaji strategi atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan penerapan asas layanan publik di perpustakaan. Misalnya, melalui 

pelatihan atau peningkatan kompetensi SDM, pengembangan teknologi informasi, 

dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perpustakaan. 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengacu pada literatur-literatur 

terkait asas layanan publik, manajemen perpustakaan, dan pengelolaan layanan 

publik. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan observasi atau partisipasi dalam 

kegiatan di perpustakaan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan mendalam. 
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1. Pengertian Pelayanan Publik 

Dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis 

bahwa “pelayanan ialah usaha melayani kebutuhan orang lain”. Pelayanan pada 

dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan 

yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Pelayanan 

adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan; dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu 

produk secara fisik”. Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan 

sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun 

jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh 

Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik 

Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturang 

perundang-undangan (Arista, 2020). 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 angka 1, 

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Penyelenggara pelayanan publik itu sendiri ialah setiap intitusi penyelenggara 

negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-

undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk 

semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Sedangkan penerima pelayanan 

publik ialah masyarakat dalam hal ini yang disebut dengan masyarakat ialah 

seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-

perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai 

penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak 

langsung (Sari, 2022). 

 

2. Unsur-Unsur Pelayanan Publik 

Terdapat beberapa unsur penting dalam proses pelayanan publik,yaitu: a) 

Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu 

kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentukpenyediaan dan 

penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services). b) Penerima layanan, yaitu 

mereka yang disebut sebagai konsumen (costomer) atau customer yang 

menerima berbagai layanan dari penyedia layanan. c) Jenis layanan, yaitu 

layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang 

membutuhkan layanan. d )Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan 

penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan 

pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasanyang 

diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar 

kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati. Pemberian pelayanan publik 
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oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi 

dari fungsi aparat negarasebagai pelayan masyarakat. karena itu, kedudukan 

aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis 

karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan 

menentukan sejauhmana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai 

dengan tujuan pendiriannya (Sari, 2022). 

Pelayanan publik dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu 

pelayanan publik biasa   dan pelayanan publik khusus. Pelayanan publik umum 

tersedia bagi siapa saja yang    membutuhkan dan disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. 

Sementara, pelayanan publik yang bersifat khusus lahir   karena lahirnya 

hubungan hukum yang sifatnya khusus antara penyelenggara pelayanan publik   

dan pihak/komunitas tertentu (Aris et al., 2022). 

 

C. METODE PENELITIAN  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data-data 

sekunder. Data sekunder berupa data data yang berasal dari jurnal, buku, literatur. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah 

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, 

membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Studi literatur 

merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian 

akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun 

aspek manfaat praktis. Studi literatur dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan 

utama yaitu mencari dasar pijakan/fondasi utnuk memperoleh dan membangun 

landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau disebut 

juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para peneliti dapat menggelompokkan, 

mengalokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam 

bidangnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, para peneliti mempunyai 

pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti. 

Melakukan studi literatur ini dilakukan oleh peneliti antara setelah mereka 

menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan, sebelum 

mereka terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan 

(Kartiningrum, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti mencari literatur terkait 

penerapan asas-asas layanan publik di perpustaaan, dan juga membaca terkait 

permasalahan-permasalahan pelayanan publik di perpustakaan. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut   Crosby,   Letimen,   dan   Wyckof  (Ulinafiah & Wiyani, 2019) 

kualitas pelayanan merupakan penyesuaian  terhadap  perincian-perincian  di  mana  

kualitas ini  dipandang sebagai  derajat keunggulan  yang  ingin  dicapai.  Hal  yang  

paling baik  tentunya  adalah  membuat setiap orang dalam organisasi berorientasi 
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pada kualitas. Dengan demikian dapat dikatakan  bahwa pelayanan  prima  

merupakan suatu  upaya  membantu  atau  memberi manfaat  kepada  publik  melalui  

penyediaan barang  atau  jasa  yang  diperlukan  oleh  mereka. Keberhasilan  

penyelenggara pelayanan  prima  yang  bermutu  tidak  hanya  terletak  pada 

keberhasilan penyediaan barang  dan  jasa  saja,  melainkan  pada  persoalan  yang  

lebih mendasar yakni bagaimana memuaskan masyarakat sebagai pelanggan. 

Adapun  fungsi  perpustakaan  sesuai dengan  Undang-undang  NO.43 Tahun 2007, 

yaitu sebagai sistem pengelola rekaman, gagasan, pemikiran, pengalaman dan 

pengetahuan umat  manusia.  Dengan  fungsi  utamanya  yaitu  melestarikan  hasil  

budaya  umat  manusia, khususnya   yang   berbentuk   dokumen   karya  cetak   dan   

karya   rekaman   lainnya,   serta menyampaikan  gagasan,  pemikiran,  pengalaman  

dan  pengetahuan  umat  manusia  generasi-generasi selanjutnya. 

Pelayanan publik merupakan mandat bagi negara dalam memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terdapat tiga pertimbangan mengapa 

pelayanan publik harus diselenggarakan oleh negara. Pertama, investasinya hanya 

bisa dilakukan atau diatur oleh negara, seperti pembangunan infrastruktur 

transportasi, pemberian layanan administrasi negara, perizinan, dan lain-lain. Kedua, 

sebagai kewajiban negara karena posisi negara sebagai penerima mandat. Dan ketiga, 

biaya pelayanan publik di danai dari uang masyarakat, baik melalui pajak maupun 

mandat masyarakat kepada negara untuk mengelola sumber kekayaan negara. 

Menurut Inu Kencana, pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatanyang 

dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memilikikegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secarafisik. Pelayanan publik 

adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara 

terhadap masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri dan memiliki 

tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Perpustakaan  sebagai  wadah  pengumpul,  pengelola,  penyimpan  dan  

penyebaran informasi, keberadaannya sangat vital terutama dalam dunia pendidikan 

secara khusus dan bagi  kehidupan manusia  secara  umum. Keberadaan  

perpustakaan  dan  budaya  membaca menjadi  salah  satu parameter  maju  

mundurnya  masyarakat,  lembaga  pendidikan  bahkan bangsa  dan  negara. Seiring  

dengan  kemajuan  teknologi  dan  informasi  berdampak  pada perpustakaan yang 

terus dipacu untuk bisa berakselerasi sesuai kondisi jamannya. Hal yang sangat 

terasakan adalah adanya peralihan dari model konvensional ke model digital 

(Ulinafiah & Wiyani, 2019). Terdapat tiga komponen dalam mengelola 

perpustakaan, yaitu; (1) fasilitas fisik, (2) koleksi  sumber  dan,  (3)  personal  untuk  

mengumpulkan, mengorganisir badan  informasi yang  dibutuhkan oleh pengguna 

perpustakaan. Dari  ketiga  komponen  diatas,  komponen yang ketiga bisa membawa 

perpustakaan tampak hidup dan dinamis. 
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1. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelaksanaan 

Pelayanan Publik 

Pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem 

pemerintahan indonesia akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung 

oleh adanya administrasi yang baik dan mantap. Asas-asas umum pemerintahan 

yang baik juga perlu diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan 

tujuan:  

a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab, 

kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik 

b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-

asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik 

c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan 

d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik.  

Pada pasal 10 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi 

pemerintahan menguraikan ruang lingkup AAUPB yang berlaku dalam 

administrasi pemerintahan. Asas umum pemerintahan yang baik yang dimaksud 

meliputi asas: 

a. Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara 

hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-

undangan, kepatutan, keajengan, dan keadilan dalam setiap kebijakan 

penyelenggaraan pemerintahan. 

b. Kemanfaatan. Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus 

diperhatikan secara seimbang antara: (a) kepentingan individu yang satu 

dengan kepentingan individu yang lain; (b) kepentingan individu dengan 

masyarakat; (c) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (d) 

kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok 

masyarakat yang lain; (e) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; 

(f) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; 

(g) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (h) kepentingan pria dan wanita.  

c. Ketidakberpihakan. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan 

badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan 

keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para 

pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. 

d. Kecermatan. Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung 

arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada 

informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan 

dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan 

dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum 

keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. 
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e. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan 

kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat 

pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi 

atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian 

kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau 

tidak mencampuradukkan kewenangan.  

f. Keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk 

mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia 

negara.  

g. Kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang 

mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang 

aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif. 

h. Pelayanan yang baik. Asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas 

yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, 

sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-

undangan (Sari, 2022). 

Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan 

pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat selain 

daripada yang disebutkan dalam pasal 10 undang-undang nomor 30 tahun 2014 

tentang administrasi pemerintahan menguraikan ruang lingkup AAUPB yang 

berlaku dalam administrasi pemerintahan, antara lain: 

a. Asas keseimbangan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara 

hukuman pejabat dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini 

menghendaki pula adanya kualifikasi yang jelas mengenai jenis-jenis atau 

kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang 

sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring 

dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum.  

b. Asas tidak mencampuradukkan kewenangan. Seorang yang memiliki 

wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan baik 

dari segi materi, wilayah, maupun waktu. Aspek-aspek wewenang ini tidak 

dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang 

berlaku. 

c. Asas keadilan dan kewajaran. Asas keadilan ini menuntut tindakan secara 

proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. 

Sedangkan asas kewajaran menekankan agar setiap orang. Sedangkan asas 

kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah atau administrasi 

negara memperhatikan nilai-nilai yang berlaku ditengah masyarakat, baik 

berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya 

(Sari, 2022) 
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2. Standar Pelayanan Perpustakaan 

Penyelenggaraan publik  ini sangat terkait  erat  dengan standar 

pelayanannya. Standar  ini yang  kemudianjuga menjadi  pedoman  dalam  

penyelenggaraan  pelayanan publik,  Standar  pelayanan  diperlukan  dalam  

menilai  efektifitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh perpustakaan serta 

mengukur kepuasan civitas akademika dalam mengakses pelayanan. Ramadhan 

& Tamaya, (2021) menjelaskan berikut ini komponen wajib standar pelayanan 

perpusytakaan yaitu: 

a. Prosedur Pelayanan dan Jangka waktu  

Prosedur  pelayanan  perpustakaan  adalah  tata  cara  yang  

diberlakukan  oleh  pemberi  pelayanan terhadap pengguna pelayanan. 

Prosedur  pelayanan  adalah  proses  yang  harus  dijalani  seorang civitas  

akademika  utuk  mendapatkan  pelayanan  yang  diperlukan. Adapun  

kegiatan  operasional perpustakaan antara lain: a) Layanan Sirkulasi, 

meupakan salah  satu  kegiatan  utama  perpustakaan  adalah  Sirkulasi  atau  

peminjaman. Biasanya  dalam pelayanan  sirkulasi  terdapat meja  sirkulasi  

yang menjadi  garda  terdepan  dalam  pelayanan perpustakaan karena bagian 

ini yang sering kali berhubungan dan digunakan dengan pemustaka. 

Sebabnya kinerja pegawai perpustakaan sangat berpengaruh terhadap image 

perpustakaan. Tujuan Pelayanan sirkulasi perpustakaan adalah supaya 

pengguna perpustakaan dapat mengetahui siapa  yang  meminjam  koleksi  

perpustakaan,  dimana  alamatnya  dan  kapan  koleksi  kembali. Biasanya 

Perpustakaan membuka system Open   Access dimana pengunjung  ke  tempat  

koleksi  perpustakaan  dan  pengunjung  peprustakaan  dapat membuka, 

melihat  lihat  buku  dan  mengambil  sendiri buku  sehingga mendapatkan  

pengetahuan  yang beragam.  Hal  ini  pun  juga  memberikan  kepuasan  

kepada  pelanggan  karena  pengguna  dapat memilih sendiri koleksi yang 

sesuai dengan kebutuhannya. 

b. Layanan Rujukan/informasi/referensi 

Layanan  rujukan merupakan layanan  yang  memiliki  fungsi  penting  

pada  suatu  perpustakaan dimana Jasa layanan referensi adalah salah satu 

kegiatan yang ada untuk pemustaka dalam mencari informasi  yang  

dibutuhkan.  Layanan  referensi bertujuan membantu pengguna menemukan 

informasi dengan cara yanga ada yaitu tanya Pustakawan dimana pustakawan 

mendapat pertanyaan-pertanyaan dari para pengguna dan menjawab dengan 

menggunakan koleksi referensi yang ada; Membimbing pengguna untuk 

menemukan koleksi referensi dan mencari informasi yang dibutuhkan  dan  

penggunaan  bahan  pustaka  koleksi  referensi; pustakawan  memberikan  

bantuan kepada pengguna dalam penelusuran informasi tentang berbagai 

subjek.  
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c. Fasilitas Internet 

Dimana ada Perpustakan tentunya disitulah fasilitas internet tersedia. 

Internet memegang peranan penting  dalam  menyediakan  informasi  yang  

sesuai  dengan  kebutuhan pengguna  dan  dapat membantu mendapatkan 

informasi untuk pengguna  karena    dapat memberikan  informasi  yang lebih  

cepat  dan  simpel.  Adanya  fasilitas  internet  merupakan  terobosan  baru  

dalam  dunia perpustakaan  untuk  menyajikan  informasi  kepada  pengguna  

dengan  cara  yang  lebih  praktis. Internet  sendiri pada dasarnya  merupakan 

aplikasi  yang  sangat mudah  digunakan  oleh  berbagai kalangan, dan 

penggunaannya dapat mendapatkan hasil positif dalam memperoleh 

informasi. 

 

E. KESIMPULAN 

Seiring   berkembangnya   era   global   saat   ini,   masyarakat   menuntut   

adanya peningkatan kualitas kinerja, salah satunya kualitas pelayanan. Pelayanan  

yang berkualitas atau sering disebut pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik  

yang memenuhi standar kualitas  pelayanan.  Pelayanan  prima  di  suatu  instansi  

penting  untuk  diterapkan  guna memberikan citra dan nama baik bagi instansi 

tersebut. Pelayanan prima merupakan upaya untuk  memberikan  rasa  puas  dan  

menumbuhkan  kepercayaan  terhadap  pelanggan  atau customer. Tujuan utama dari 

layanan prima adalah memberikan layanan yang dapat memenuhi dan memuaskan  

pelanggan  atau  masyarakat  serta  memberikan  fokus  pelayanan  kepada pelanggan. 

Layanan  yang  baik  nantinya  akan  bermanfaat  bagi  upaya  peningkatan  kualitas. 

Layanan lembaga kepada  masyarakat  sebagai  pelanggan  dan  sebagai  acuan  

pengembangan  penyusunan standar layanan. Penerapan asas-asas layanan publik 

diperpustakaan harus mampu memberikan kualitas dan layanan yang prima kepada 

para pengunjung perpustakaan dengan menerapkan asas-asas yang telah termuat 

pasal 10 undang-undang nomor 30 tahun 2014 yaitu: Asas keseimbangan, asas tidak 

mencampuradukkan kewenangan dan asas keadilan dan kewajaran. Dengan 

demikian akan terdapat pedoman dalam memberikan layanan yang memuaskan oleh 

pegawai perpustakaan kepada para pengunjung perpustakaan. Dan perpustakaan di 

era abad 21 harus musti selallu berinovasi dengan memanfaatkan dan growup 

terhadap penggunaan teknologi dalam memberikan pelayanan secara digital terhadap 

para pengunjung, ini sebagai usaha untuk menjaga eksistensi perpustakaan ditengah-

tengah dunia digital yang sangat mudah dalam mencari referensi dengan 

bermodalkan internet. 
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